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KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : #1737 $K- BMUkTR-/ 2014

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Membaca

Menimbang

Mengingat
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PROVINSI SUMATERA BARAT

. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 700.1.2.1/26/SE/Insp/1/2024

tanggal 29 Januari 2024 tentang TLHP BPK atas Belanja
Infrastruktur TA 2023

bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja
Infrastruktur Tahun 2023, Sdr Iswadi. S.T (Ex. PPTK Seksi 1) pada
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II diduga lalai sebagai
penyelenggara pekerjaan swakelola:

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
pasal 3 huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

bahwa untuk mencgakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin  yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6806);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil




Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai
Megeri Sipil (Lembaran Nogara Ropublik Indonaesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
Nama . Iswadi, ST
NIP © 19710121 200701 1 007
Pangkat . Penata (I1l/¢)
Jabatan . Kepala Scksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V
Unit Kerja ¢ Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat
Karena yang bersangkutan pada tanggal 29 Januari 2024 telah melakukan
perbuatan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan e Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
gpada tanggal 23 Februari 2024 ‘f

rd

ERASUKMA MUNAF, S.T. M.M., M.T
Pembina Utama Muda / IV ¢
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sumatera Barat

2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Arsip




SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Mcngingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
sccara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat . . .
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BAB I
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 3

PNS wajib:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

¢. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun di luar kedinasan;

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, PNS wajib:

a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. menghadiri . .
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5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja
dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB 11l
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman
Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 8
(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
a. Hukuman Disiplin ringan; ‘i‘)“
b. Hukuman Disiplin sedang; atau
c. Hukuman Disiplin berat.

(2) Jenis . . .
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. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh

pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja;

. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja;

. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja;

. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam

sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja,

. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat

mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja; dan

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja.

(2) Hukuman . . .



